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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperolen gambaran tentang koordinasi aparat
dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Desa Bua, Kecamatan Batudaa,
Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam kepada sejumlah informan, observasi dan pencatatan data sekunder
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada
koordinasi aparat desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan, sebagai
kegiatan aparat dalam bentuk koordinasi mengidentifikasi data, koordinasi
menyusun data, dan koordinasi mengolah data penduduk.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa koordinasi aparat dalam mengidentifikasi
data sebagai kegiatan aparat desa dalam mengidentifikasi data penduduk, belum
dilakukan melalui koordinasi dengan aparat di tingkat dusun meyangkut
pengklasifikasian penduduk meninggal dunia, lahir, pindah, kawin, cerai, dan
yang datang. Klasifikasi data penduduk hanya didasarkan pada buku register yang
ada di Kantor Desa, tanpa dikoordinasikan ke tingkat dusun jika ada perubahan
penduduk akibat meninggal dunia, lahir, pindah, kawin, cerai, dan yang datang.
Koordinasi aparat dalam menyusun data sebagai kegiatan aparat menyusun data
hasil identifikasi, belum dilakukan melalui koordinasi dengan aparat desa lainnya
di tingkat dusun guna mengetahui keadaan penduduk yang meninggal dunia,
lahir, pindah, kawin, cerai, dan yang datang. Koordinasi aparat mengolah data
sebagai kegiatan aparat dalam mengolah data yang telah disusun berdasarkan
klasifikasi, belum di koordinasikan dengan aparat desa lainnya untuk dijadikan
sebagai laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil pengolahan data penduduk
tidak valid karena tidak sesuai keadaan pada saat pembuatan laporan bulanan dan
tahunan.

Disarankan, perlunya meningkatkan koordinasi dalam mengidentifikasi data,
menyusun data dan mengolah mulai dari tingkat dusun berdasarkan keadaan
penduduk yang meninggal dunia, lahir, pindah, kawin, cerai, dan yang datang.

Kata Kunci: Koordinasi, Pengelolaan, Administrasi, Kependudukan
Informasi potensi sumber daya yang

PENDAHULUAN dimilikinya, terutama sumber daya

Dalam pengambilan keputusan manusia. Sumber daya manusia
dan kebijakan program, Pemerintah menyangkut masalah kependudukan
Daerah membutuhkan data atau yang menjadi subyek dan obyek
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pembangunan. Dalam arti
kependudukan  merupakan  basis
utama yang menjadi fokus berbagai
persoalan pembangunan sehingga
diterbitkannya Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006, tentang Administrasi
Kependudukan.

Pengelolaan administrasi
kependudukan menjadi hal penting
mengingat  kehidupan  manusia
dinamis (tidak tetap), akibat dari
terjadinya proses meninggal dunia,
lahir, pindah, kawin, cerai, bahkan
ada yang datang. Dinamika
kehidupan manusia sebagaimana
diuraikan di atas, merupakan hal
yang tidak bisa dipungkiri oleh siapa
saja sehingga Pemerintah merasa
perlu memberikan perhatian terhadap
persoalan penduduk dengan
menerbitkan Undang-Undang
tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Dengan demikian, pengelolaan
administrasi  kependudukan yang
kurang baik akan memunculkan
terjadinya perbedaan data dari waktu
ke waktu. Kehidupan manusia yang
dinamis akibat meninggal dunia,
lahir, pindah, kawin, cerai, dan yang
datang dari tempat lain, jika tidak
dikelola secara berkelanjutan akan
memunculkan keadaan penduduk
yang statis (tidak berubah).

Aparat di tingkat terendah
(dusun dan desa), harus berperan
aktif mulai dari proses identifikasi
data, penyusunan data, pengolahan
data hingga pelaporan  yang

dituangkan  dalam  administrasi
kependudukan desa. Selama ini, data
penduduk vyang dilaporkan setiap
bulan oleh aparat desa hanya dalam
bentuk perkiraan (prediksi)
berdasarkan data yang telah
dilaporkan pada bulan sebelumnya.
Dalam arti, aparat desa secara tahap
demi tahap belum berperan aktif
membantu  mempersiapkan  data
sesuai keadaan sebenarnya,
menyiapkan dan  menyelesaikan
laporan penduduk guna keperluan
seseorang atau lembaga yang
membutuhkan data dimaksud secara
rutin dan berkelanjutan. Kurangnya
peran aparat desa dalam
mengidentifikasi, menyusun, dan
mengolah data penduduk sesuai
kenyataan, sehingga validasi data
penduduk diragukan kebenarannya.

Setiap  daerah  diwajibkan
menyusun administrasi
kependudukan dalam bentuk laporan
bulanan mulai dari tingkat desa
hingga ke tingkat daerah yang
selanjutnya ke tingkat Provinsi
menyangkut kematian, kelahiran,
perkawinan, perceraian, pindah, dan
datang. Terjadinya perbedaan data
penduduk antar instansi  yang
melaporkan tentang jumlah
penduduk di suatu wilayah, akibat
dari kurang baiknya  koordinasi
dalam  pengelolaan  administrasi
kependudukan sehingga datanya
kurang valid. Walaupun di setiap
Kantor Pemerintahan Desa telah
disediakan format laporan tentang
kependudukan, namun data
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penduduk yang disajikan sering tidak
sesuai dengan kenyataan sehingga
tidak diyakini kebenarannya. Hal itu
dapat diamati dari  kurangnya
kooordinasi yang baik antar aparat
yang mengelola administrasi
kependudukan ditingkat desa. Aparat
pemerintah di tingkat Desa dalam
menyusun laporan kependudukan
hanya mendasarkan pada laporan
dari berbagai pihak seperti dari
Petugas Penyuluh Keluarga
Berencana Daerah (PPKBD) tentang
kelahiran, sedang penduduk yang
pindah atau datang tidak diketahui
secara pasti.

Disisi lain, hampir setiap saat
ada penduduk yang meminta surat
keterangan penduduk tetapi tidak
diklarifikasi apakah yang
bersangkutan betul-betul sebagai
penduduk desa. Hal itu dapat dilihat
dari tidak adanya surat pengantar
dari Kepala Dusun (Kadus) sebagai
aparat desa terendah yang lebih
mengetahui keadaan penduduknya.
Dalam arti pengelolaan administrasi
kependudukan  yang  dilaporkan
setiap bulan merupakan data hasil
prediksi dengan mendasarkan pada
data sebelumnya.

Fenomena itu pula yang terjadi
di Desa Bua, Kecamatan Batudaa
Kabupaten Gorontalo, belum adanya
koordinasi yang baik antar aparat
sehingga data penduduk belum
sesuai dengan ketentuan pengelolaan
administrasi kependudukan.
Pengelolaan administrasi
kependudukan merupakan proses

administrasi  yang membutuhkan
kerjasama dalam suatu organisasi
yang saling kait mengkait antara satu
dengan lainnya. Dalam arti, aparat
desa bekerja sama dengan aparat
aparat desa lain hingga ke tingkat
dusun, dan secara berkelanjutan
melaporkan data penduduk setiap
bulan. Dalam proses kerjasama,
pengelolaan administrasi
kependudukan belum diawali dari
identifikasi data penduduk,
penyusunan data dan pengolahan
data penduduk dari tingkat dusun
hingga ke tingkat desa secara
berkelanjutan.  Identifikasi  data
penduduk perlu dilakukan mengingat
adanya perubahan akibat meninggal
dunia, lahir, pindah, kawin, cerai,
dan yang datang sehingga data
penduduk yang disajikan dalam
laporan memenuhi unsur validitas
(dapat dipercaya).

Berdasarkan uraian tersebut di
atas, perlunya dilakukan penelitian
ilmiah guna memperoleh gambaran
obyektif tentang koordinasi aparat
dalam  pengelolaan  administrasi
kependudukan di  Desa  Bua,

Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo.
PERMASALAHAN

Berdasarakan  uraian  latar
belakang dan identifikasi, maka
rumusan masalah penelitian ini
adalah  Bagaimana  Kooordinasi
Aparat Dalam Pengelolaan
Administrasi Kependudukan di Desa
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Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo?

TUJUAN DAN MANFAAT
PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah,
maka tujuan penelitian ini untuk

mengetahui dan memperoleh
gambaran yang obyektif tentang
Kooordinasi Aparat Dalam
Pengelolaan Administrasi

Kependudukan di Desa Bua,
Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini
diharapkan memperoleh  manfaat
secara teoritis dan praktis sebagali
berikut:

Secara teoritis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan
informasi dalam rangka
pengembangan ilmu pengetahuan
sosial khususnya ilmu administrasi
publik, dan sebagai bahan referensi
perbandingan bagi peneliti lain yang
berminat.

Secara praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan bahan
informasi  yang berharga bagi
Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan koordinasi dan peran
aktif aparat dalam pengelolaan
administrasi kependudukan,
khususnya di Desa Bua Kecamatan
Batudaa Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang koordinasi
aparat dalam pengelolaan
administrasi kependudukan di Desa
Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo,  menggunakan  jenis
dekriptif kualitatif. Jenis penelitian
ini dipilih, karena pada umumnya
dilakukan untuk mengambil suatu
generalisasi dari pengamatan yang
tidak mendalam vyaitu bersifat

deskriptif.  Menurut tingkatannya,
penelitian deskriptif menurut
Sugiyono (2005:11), adalah

penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih
(indevenden) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan
antara variabel satu dengan variabel
lain.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian
ini diperoleh dari data primer dan
data sekunder.

Data primer diperoleh dari informan
melalui observasi dan wawancara
dengan sejumlah aparat desa di Desa
Bua, Kecamatan Batudaa, Kabupaten
Gorontalo. Sedangkan data sekunder
adalah data yang berbentuk catatan,
pedoman, surat keputusan, undang-
undang dan  sejenisnya  yang
berkaitan  dengan  permasalahan
penelitian, baik yang terdapat di
organisasi  yang diteliti  juga
diperoleh dari pihak-pihak lain
dalam bentuk kajian-kajian sumber
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yang dapat dipergunakan sebagai
dasar penunjang dalam menganalisis
masalah-masalah yang berkaitan
dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik  pengumpulan data
dalam penelitian ini diperoleh dari
hasil observasi, yaitu pengamatan
dan pencatatan secara sistematis
terhadap fenomena-fenomena yang
diselidiki. Kegiatan dan penggunaan
metode observasi menjadi amat
penting dalam tradisi kualitatif.
Menurut ~ Bungin  (2008:65-66),
metode observasi itulah dikenali
berbagai rupa kejadian, perisitiwa,
keadaan, tindakan yang mempola
dari hari ke hari di tengah masyrakat.
Kegiatan observasi tersebut tidak
hanya dilakukan terhadap kenyataan-
kenyataan yang terlihat, tetapi juga
terhadap yang terdengar.

Wawancara dilakukan tidak
terstruktur, yaitu wawancara bebas
guna menggali lebih dalam tentang
masalah  penelitian. Wawancara,
merupakan cara pengumpulan data
melalui pembicaraan secara langsung
antara pewawancara dengan nara
sumber atau antara peneliti dengan
responden yang ada kaitannya
dengan permasalahan yang diangkat.
Teknik  Dokumentasi, umumnya
digunakan untuk menjaring data-data
sekuder berupa  berupa catatan-
catatan, buku-buku, laporan-laporan
serta dokumen lain yang erat
kaitannya dengan masalah yang
diteliti. Teknik pengumpulan data ini

digunakan untuk ~ memperoleh
landasan penulisan ilmiah yang

berhubungan dengan pokok
permasalahan  penelitian  untuk
mendapatkan informasi yang

dibutuhkan oleh peneliti.
Analisa Data

Analisis data dalam penelitian
deskriptif kualitatif, menurut Bogdan
& Biklen (dalam  Moleong,
2005:248), adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan
data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari  dan
menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada
koordinasi aparat desa dalam

pengelolaan administrasi
kependudukan, yaitu:
Koordinasi aparat dalam

mengidentifikasi data yaitu, kegiatan
aparat desa dalam mengidentifikasi
data penduduk melalui koordinasi
dengan aparat di tingkat dusun
berdasarkan klasifikasi penduduk
meninggal dunia, lahir, pindah,
kawin, cerai, dan yang datang.

Koordinasi aparat dalam menyusun
data yaitu, kegiatan aparat dalam
menyusun data hasil identifikasi
yang dikoordinasikan dengan aparat
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desa lainnya di tingkat dusun
berdasarkan klasifikasi penduduk
yang meninggal dunia, lahir, pindah,
kawin, cerai, dan yang datang.
Koordinasi aparat mengolah data
yaitu, kegiatan aparat dalam
mengolah data yang telah disusun
berdasarkan klasifikasi yang di
koordinasikan dengan aparat desa
lainnya untuk dijadikan sebagai
laporan  bulanan, triwulan dan
tahunan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan menggambarkan
tentang koordinasi aparat desa dalam
pengelolaan administrasi
kependudukan,  sebagai  proses
kerjasama sekelompok orang dalam
mengidentifikasi data, menyusun
data, dan mengolah data penduduk.
Berdasarkan hasil pengumpulan data
melalui wawancara dan observasi,
masing-masing fokus dideskripsikan
sebagai berikut:

Koordinasi Mengidentifikasi Data

Koordinasi dalam
mengidentifikasi data yang dimaksud
dalam penelitian ini yaitu, kegiatan
aparat desa dalam mengidentifikasi
data penduduk melalui koordinasi
dengan aparat di tingkat dusun
berdasarkan klasifikasi penduduk
meninggal dunia, lahir, pindah,
kawin, cerai, dan yang datang.
Sebagai pelayan masyarakat, aparat
desa setiap hari kerja diwajibkan

masuk kantor sesuai dengan jam
kerja yang ditetapkan yaitu mulai
jam 8.00 pagi sampai dengan jam
16.00 sore dengan tenggang waktu
istirahat jam 12.00 sampai dengan
jam 13.00 siang. Kehadiran aparat
desa di Kantor Desa setiap jam kerja
adalah salah satu dari cara
mengidentifikasi data atas dasar
laporan apabila ada salah seorang
warga meninggal dunia, lahir,
pindah, kawin, cerai, dan yang
datang.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kegiatan mengidentifikasi
data penduduk dilakukan sekaligus
pada saat menyusun laporan bulanan
sebulan sekali untuk dikirimkan ke
Kantor Camat. Seharusnya kegiatan
tersebut diawali dengan menyusun
rencana atau program kerja. Dalam
program kerja tersebut ditetapkan
siapa saja yang dilibatkan dalam
mengidentifikasi data setiap hari,
peralatan apa saja yang dibutuhkan,
bagaimana persiapan biaya transport
ke setiap dusun dan data-data apa
saja yang dibutuhkan.

Koordinasi Menyusun Data

Koordinasi menyusun data
yang dimaksud dalam penelitian ini
yaitu, kegiatan aparat dalam
menyusun data hasil identifikasi
yang dikoordinasikan dengan aparat
desa lainnya di tingkat dusun
klasifikasi penduduk yang meninggal
dunia, lahir, pindah, kawin, ceral,
dan yang datang. Berdasarkan uraian
hasil analisis tersebut di atas, tidak
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adanya program Kkerja sehingga
kegiatan ~ mengidentifikasi  data
penduduk hanya dilakukan secara
manual yaitu hanya menunggu
laporan, maka dalam kegiatan
penyusunan data juga dilakukan
secara manual.

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyusunan data penduduk
tidak dikoordinasikan lagi dengan
aparat lainnya. Staf yang
mengerjakan data penduduk
langsung mengisi format yang ada
dan kemudian dicatat apabila ada
yang meninggal, melahirkan, pindah
berdasarkan permintaan surat
keterangan. Secara teoritis, setiap
organisasi memiliki struktur yang
menggambarkan pembagian Kkerja,
guna memastikan tugas-tugas setiap
anggota organisasi yang ada dalam
struktur. Oleh karena itu, pencatatan
data harus melibatkan beberapa
aparat baik yang ada di Kantor Desa
maupun yang ada di tingkat dusun,
guna memastikan keadaan penduduk
yang sebenarnya.

Koordinasi Mengolah Data

Koordinasi mengolah  data
yang dimaksud dalam penelitian ini
yaitu, kegiatan aparat dalam
mengolah data yang telah disusun
berdasarkan klasifikasi yang di
koordinasikan dengan aparat desa
lainnya untuk dijadikan sebagai
laporan  bulanan, triwulan dan
tahunan. Kegiatan mengolah data
penduduk  vaitu, diawali dari

mengidentifikasi, menyusun atau
menghimpun,  kemudian  diolah
dalam bentuk informasi yang akurat
berdasarkan format yang sudah
tersedia.

Hasil penelitian menujukkan
bahwa Kkegiatan pengolahan data,
dilakukan pada saat pembuatan
laporan triwulan yang dikirim ke
Kantor Camat. Pada saat itu, data
yang ada di buku register dan buku
mutasi dijadikan sebagai dasar dalam
mengolah data. Sementara data
penduduk yang tercatat dalam buku
register dan buku mutasi belum
sesuai dengan keadaan penduduk
yang sebenarnya, karena belum
diidentifikasi dari tingkat dusun.
Pengolahan data penduduk untuk
dijadikan sebagai laporan, tidak
terlalu rumit karena sudah ada
pedomannya sehingga menjadi suatu
laporan dalam bentuk profil desa.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis
hasil penelitian dan pembahasan
pada bagian di atas, disimpulkan
sebagai berikut:

Koordinasi aparat dalam
mengidentifikasi data  sebagai
kegiatan  aparat desa  dalam
mengidentifikasi data penduduk,
belum dilakukan melalui koordinasi
dengan aparat di tingkat dusun
meyangkut pengklasifikasian
penduduk meninggal dunia, lahir,
pindah, kawin, cerai, dan yang
datang. Klasifikasi data penduduk

Zainuddin Bolong, Koordinasi Aparat ....

Page 7



Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik

Sekolah Tinggi IImu Administrasi Bina Taruna Gorontalo

Volume | Nomor 1 Juni 2014

hanya didasarkan pada buku register
yang ada di Kantor Desa, tanpa
dikoordinasikan ke tingkat dusun
jika ada perubahan penduduk akibat
meninggal dunia, lahir, pindah,
kawin, cerai, dan yang datang.
Koordinasi aparat dalam menyusun
data  sebagai  kegiatan  aparat
menyusun data hasil identifikasi,
belum dilakukan melalui koordinasi
dengan  aparat desa lainnya di
tingkat dusun guna  mengetahui
keadaan penduduk yang meninggal
dunia, lahir, pindah, kawin, cerali,
dan yang datang.

Koordinasi aparat mengolah data
sebagai kegiatan aparat dalam
mengolah data yang telah disusun
berdasarkan klasifikasi, belum di
koordinasikan dengan aparat desa
lainnya untuk dijadikan sebagai
laporan  bulanan, triwulan dan
tahunan. Hasil pengolahan data
penduduk tidak valid karena tidak
sesuai keadaan pada saat pembuatan
laporan bulanan dan tahunan.

SARAN

Untuk menjadikan data

penduduk yang lebih akurat dan
valid dimasa mendatang, disarankan
sebagai berikut:
Perlunya meningkatkan koordinasi
dalam mengidentifikasi data mulai
dari tingkat dusun berdasarkan
keadaan penduduk yang meninggal
dunia, lahir, pindah, kawin, cerali,
dan yang datang.

Perlunya meningkatkan koordinasi
dalam menyusun data penduduk
yang telah diidentifikasi berdasarkan
keadaan penduduk yang meninggal
dunia, lahir, pindah, kawin, cerali,
dan yang datang.

Perlunya meningkatkan koordinasi
dalam mengolah data penduduk yang
telah disusun berdasarkan keadaan
penduduk yang meninggal dunia,
lahir, pindah, kawin, cerai, dan yang
datang, untuk dijadikan sebagai
laporan  bulanan, triwulan dan
tahunan.
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